5.1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap keabsahan keterangan saksi
melalui teleconference (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya PERMA
1/2019 yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan
yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

a. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih berpedoman pada
produk hukum peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu HIR/RBg.
Namun, ditemukan adanya perbedaan ketentuan tata cara persidangan
pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi antara HIR/RBg
dengan PERMA 1/2019, dimana dalam Pasal 144 HIR / 171 (1) RBg pada
intinya mengatur bahwa keterangan saksi harus disampaikan di depan
persidangan, artinya pemeriksaan keterangan saksi dilakukan dengan cara
saksi hadir ke persidangan. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA
1/2019 pada intinya mengatur bahwa pemeriksaan keterangan saksi dapat
dimungkinkan dilakukan melalui teleconference atau dengan kata lain,
pemeriksaan keterangan saksi dapat dilakukan oleh saksi tanpa hadir ke
persidangan.

b. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
Undangan, Perma dapat dikatakan sebagai jenis peraturan perundang-
undangan selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
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Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perundang-Undangan sehingga memiliki kekuatan
hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan dari Mahkamah
Agung. Kemudian, apabila ditinjau berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan, HIR/RBg sebagai produk hukum acara perdata yang
berlaku di Indonesia dapat dipersamakan dengan Undang-Undang. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa HIR/Rbg merupakan peraturan yang
tingkatnya lebih tinggi daripada Perma.

. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan dikenal adanya
asas peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah asas lex
superior derogate legi inferiori. Asas tersebut pada intinya mengatur bahwa
peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih
tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Apabila ditemukan adanya
pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih
tinggi harus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang
tingkatnya lebih rendah. Dalam hal ini, ketentuan dalam PERMA 1/2019
yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan keterangan saksi melalui
teleconference bertentangan dengan ketentuan dalam HIR/RBg yang
mengharuskan pemeriksaan keterangan saksi dilakukan dengan cara saksi
hadir ke persidangan. Hal ini juga sejalan dengan adanya syarat formil yang
harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi, salah satunya adalah ketentuan
yang termuat dalam Pasal 144 HIR / 171 RBg, yaitu keterangan saksi harus
diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Dengan demikain,
penjabaran di atas menunjukkan bahwa penggunaan teleconference dalam
pemeriksaan keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA
1/2019 tidaklah sah sebagai alat bukti.
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5.2.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian atau analisis dalam penulisan hukum ini, maka
Penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan

hukum yang timbul dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pada saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih
berpedoman pada hukum acara perdata peninggalan zaman kolonial
Belanda, yaitu HIR/RBg. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk undang-
undang baru yang mengatur hukum acara perdata Indonesia sehingga dapat
meminimalisir inkonsistensi atau pertentangan aturan, khususnya dalam hal
yang berkaitan dengan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan
keterangan saksi.

b. Mengingat perubahan zaman yang semakin berkembang dan dunia saat ini
sedang dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar
aktivitas manusia dilaksanakan melalui daring, maka diharapkan dalam
penyusunan hukum acara perdata Indonesia yang baru dapat
mempertimbangkan aturan mengenai proses persidangan perkara perdata
secara elektronik, khususnya terkait persidangan pembuktian dengan acara
pemeriksaan keterangan saksi yang dapat dilakukan melalui teleconference

serta tata cara penggunaannya secara lengkap dan jelas.
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